dalam masyarakat yang secara mandiri dapat mengembangkan
pengetahuan dan wawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan
dan kualitas hidup bersama dalam kerangka pembangunan masyarakat.

Berkembangnya modal sosial di tengah masyarakat akan
menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, dan merangsang
tumbuhnya empati dan simpati terhadap kelompok masyarakat di luar
kelompoknya. Hasbullah (2006) memaparkan mengenai jaringan-
jaringan yang memperkuat modal sosial akan memudahkan saluran
informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok
masyarakat. Hasilnya adalah lahirnya masyarakat peduli pada berbagai
aspek dan dimensi aktifitas kehidupan, masyarakat yang saling memberi
perhatian dan saling percaya. Situasi yang mendorong kehidupan

bermasyarakat yang damai, bersahabat, dan tenteram.

Dalam Pembangunan Ekonomi, Modal sosial sangat tinggi
pegaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor
ekonomi. Fukuyama (2002) menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai
negara yang menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat akan
merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya
tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan
yang luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Hasbullah (2006)
memberikan contoh perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di Asia

Timur sebagai pengaruh pola perdagangan dan perekonomian yang
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dijalankan pelaku ekonomi Cina dalam menjalankan usahanya memiliki
tingkat kohesifitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh koneksi-koneksi
kekeluargaan dan kesukuan, meskipun demikian pola ini mendorong
pembentukan jaringan rasa percaya (networks of trust) yang dibangun
melewati batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara.

Budaya gotong-royong, tolong menolong, saling mengingatkan
antar individu dalam entitas masyarakat desa merefleksikan semangat
saling memberi (reciprocity), saling percaya (trust), dan adanya jaringan-
jaringan sosial (sosial networking). Hal ini membangun kekompakan
pada masyarakat desa untuk bersama-sama dalam memulai bercocok
tanam bersama-sama untuk menghindari hama, membentuk kelompok
tani untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan dan mencari
solusi bersama dalam rangka meningkatkan perekonomian pertanian.

Pembangunah industri pada masyarakat dengan modal sosial
tinggi akan cepat berkembang karena modal sosial akan menghasilkan
energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat
kewirausahaan di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan
menumbuhkembangkan dunia usaha. Investor asing akan tertarik untuk
menanamkan modal usaha pada masyarakat yang menjunjung nilai
kejujuran, kepercayaan terbuka dan memiliki tingkat empati yang tinggi.

Modal sosial, berpengaruh kuat pada perkembangan sektor ekonomi

lainnya seperti perdagangan, jasa, konstruksi, pariwisata dan lainnya.




Dalam Pembangunan Politik, Modal Sosial yang tinggi, menurut
Putnam (2002) membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat
sipil dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah
pemerintah akan memilki akuntabilitas yang lebih kuat (Hasbullah, 2006).
Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas pemerintahan,
beragam determinan memungkinkan negara berfungsi secara lebih
efektif dan "memiliki legitimasi. Modal sosial tinggi yang dimiliki
masyarakat lebih dapat memfasilitasi hubungan antara negara dan
rakyat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan
menjamin stabilitas politik negara.

Di tingkat lokal, modal sosial dapat menjembatani hubungan
pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyebarkan informasi dan
mengimplementasikan program-program pembangunan. Kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, keterbukaan pemerintah

pada masyarakat, adanya komitmen dan keinginan yang kuat
antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun, serta
adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan akan
mendorong terciptanya pembangunan sistem pemerintahan yang baik
dimana akuntabilitas dan transparansi pemerintahan berimbang dengan
akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini juga dapat
mendorong demokrasi tumbuh dari bawah dan memungkinkan

pembangunan politik tidak hanya pada arus pusat tapi juga lokal.
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Di samping itu, negara melalui sistem pemerintahan yang baik
dapat mendorong menguatnya modal sosial yang mendukung
berkembangnya kepercayaan, nilai-nilai, dan norma yang baik dengan
menciptakan situasi yang kondusif dalam mempererat jaringan-jaringan
sosial di dalam masyarakat dan merangsang tumbuhnya sikap proaktif

masyarakat dalam pembangunan

. MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Modal sosial adalah hubungan yang sifathya mutual,
kepercayaan, kelembagaan, nilai dan norma sosial lainnya yang
berperanan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan tersebut dapat bersifat formal maupun informal. Hubungan
formal dalam masyarakat misalnya yang terjadi melalui organisasi
masyarakat, kelompok keagamaan, koperasi, partai politk dan
sebagainya, sedangkan hubungan sosial yang informal misalnya
interaksi sosial antara masyarakat dalam satu lingkungan. Hal yang
sangat menentukan dalam penguatan modal sosial adalah intensitas
interaksi antara warga masyarakat atau dengan pihak terkait, yang dapat
berperan menjadi ruang publik yang partisipatif dan efektif.

Modal sosial adalah kekuatan yang menggerakkan masyarakat,
terbentuk melalui berbagai interaksi sosial dan institusi sosial. Menurut
salah satu penggagas modal sosial, Robert Putnam, modal sosial adalah

bagian dari organisasi sosial berupa hubungan sosial dan rasa saling
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caya yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan
a (Putnam 1995). Seperti halnya modal yang lain, modal sosial
apat meningkat dan dapat pula menurun bahkan menghilang.

Selanjutnya dikatakan bahwa hasil penelitian Putnam di Italia
enggambarkan adanya korelasi positif antara modal sosial dan kinerja
. erintah daerah. Putnam menyimpulkan bahwa modal sosial
mpunyai peranan penting dalam penciptaan pemerintah daerah yang
sponsif dan efisien, yang ditandai dengan adanya masyarakat yang
dan dinamis. Selain itu arus balik kekuasaan dari pusat ke daerah

kerangka desentralisasi mensyaratkan partisipasi lokal dalam

embangunan daerah dan modal sosial merupakan kekuatan tidak

ihat yang dapat mendorong keberhasilan partisipasi lokal tersebut.

gan demikian penting sekali bagi pemerintah daerah memahami ide
dal sosial terlebih dalam implementasi kebijakan-kebijakan di daerah
kerangka desentralisasi.
Konsep modal sosial berasal dari James Coleman dalam
annya yang berjudul ‘Social Capital in the Creation of Human
yang diterbitkan oleh American Journal of Sociology tahun
Modal sosial diartikan sebagai aspek-aspek dari struktur
ubungan antara individu-individu yang memungkinkan mereka
enciptakan nilai-nilai baru. Konsep ini kemudian dielaborasi terkait
gengan isu-isu pembangunan ekonomi masyarakat yang partisipatif,

pun politik. Dikatakan modal sosial apabila mengandung tiga
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komponen inti, yaitu: 1) kemampuan merajut kelembagaan (crafting
institution); 2) adanya partisipasi yang setara dan adil, dan 3) adanya
sikap saling percaya.

Agar pengembangan masyarakat berkelanjutan maka model
pembangunan yang partisipatif seyogyanya menekankan konsep
pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dan modal sosial (social
capital). Pada saat ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) merupakan suatu kasus program yang menampilakn proses
pengembangan keswadayaan masyarakat dengan membangun ketiga
komponen modal sosial, maupun penggalian pengetahuan lokal tersebut
atas inisiatif masyarakat, yang diserta penanaman nilai baru

pembangunan ke dalam kebudayaan masyarakat.

PENINGKATAN KAPASITAS MANUSIA DALAM MODAL SOSIAL
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan
kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk
dapat lebih akses terhadap sumber daya, serta mengembangkan
kewenangan untuk itu, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk
menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam
mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan
komunitasnya. Tujuan jangka pendek pemberdayaan sebaiknya jelas
(specific), terukur (measurable) dan sederhana (relistic), sehingga

merupakan kondisi yang mendorong minat masyarakat untuk
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mewujudkannya  (achievable) dalam waktu tertentu.  Tujuan
pemberdayaan yang lebih kompleks perlu ada dan sebaiknya ditetapkan
sebagai tujuan dalam jangka panjang (vision). Visi yang jelas berpotensi
untuk menjadi pemandu kegiatan kerjasama diantara masyarakat untuk
menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan, sehingga
proses pemberdayaan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Hal ini
disebabkan sétiap proses pemberdayaan menuju pada suatu kondisi
kehidupan di masa yang mendatang yang lebih jelas.

Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan
riil (real-needs) masyarakat dan bukan hanya sekedar kebutuhan yang
dirasakan (felt-need). Idealnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat
adalah kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, siapapun pelaku
pemberdayaan semestinya mampu mengenali dengan baik kebutuhan riil
masyarakat dan secara dialogis dikomunikasikan sedemikian rupa
dengan masyarakat, sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh
masyarakat.

Dalam kontek penerapan tanggungjawab sosial perusahaan yang
akhir-akhir ini cukup banyak dikembangkan, kebutuhan yang diangkat
sebagai tujuan dalam pemberdayaan seyogyanya merupakan konsensus
antara pihak-pihak yang mendefinisikan kebutuhan, misalnya
pemerintah, perusahaan, masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan pemberdaya atau pemberi pelayanan serta

akademisi/penelit. Peran pemberdaya mengupayakan dialog antara
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para pendefinisi kebutuhan sehingga diperoleh konsensus mengenai
kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Diutamakan, pendefinisian
kebutuhan oleh masyarakat sendiri, dengan cara mengajak orang untuk
berdialog dan mengembangkan kemampuan warga untuk
mengartikulasikan kebutuhan mereka yang sesungguhnya (Sumardjo

2009).

. PASANG-SURUT PENGEMBANGAN KAPASITAS MANUSI A
DALAM ERA PEMBANGUNAN

Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan adalah
menghargai nilai lokal (valuing the local). Prinsip-prinsip ini tersirat oleh
gagasan pembangunan yang bersifat “bottom up’. Prinsip-prinsip ini
berpusat pada gagasan untuk menghargai pengetahuan lokal, nilai-nilai,
keyakinan, keterampilan, proses dan sumber daya suatu masyarakat.
Dengan demikian lebih mudah meyakinkan masyarakat dan
mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan
tersebut (Sumardjo 2007).

Pemahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas petani
bergeser dari masa ke masa. Pada masa sistem pembangunan
pertanian yang sentralistik tampak prioritas dalam penyuluhan adalah
(Sumardjo 2009) Better farming, better business, better living; Masa

Transisi Agribisnis-Reformasi adalah Better business, better farming,
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better living; dan Masa Reformasi adalah Better living, better business,
better farming.

Pada masa pembangunan yang sentralistik teknik produksi
dikembangkan secara intensif melalui kegiatan penyuluhan, penelitian
dan pelayanan untuk mencapai target-target produksi. Dengan teknik
produksi yang baik maka akan terjadi bisnis usahatani yang baik yang
selanjutnya diharapkan meningkatkan kualitas hidup. Dalam penyuluhan
saat itu dikenal istilah dipaksa-terpaksa-terbiasa, sehingga menjadi
apatis. Faktanya, kesejahteraan petani kurang terwujud, bisnis pun
kurang berkembang meskipun petani sudah menggunakan teknologi
pertanian inovatif.

Konsep agribisnis demikian gencar digerakkan pada awal
reformasi dengan prinsip better business, better farming dan better living.
Utamanya adalah pengembangan kemampuan bisnis, karena dengan
kemampuan bisnis yang baik maka petani akan memilih menerapkan
teknologi pertanian yang terbaik. Faktanya, sistem agribisnis yang
asimetris menyebabkan kemampuan bisnis tetap lemah, karena tersekat-
sekat oleh terputusnya informasi hulu-hilir dalam sistem agribisnis.
Hasilnya, kesejahteraan petani juga kurang terwujud, karena tidak efektif
terjadi perubahan perilaku bisnis, posisi tawar petani tetap rendah.

Dewasa ini, pada akhir dekade reformasi hipotesis muncul yang
perlu diutamakan adalah better living, dengan kualitas hidup yang baik

maka perilaku konsumtif terkendali dan perilaku produktif berkembang,
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tingkat pendidikan dan pengelolaan keuangan keluarga menjadi
kondusif, maka keputusan-keputusan bisnis usahatani menjadi
terdukung. Pada kondisi seperti itu, inovasi teknologi lebih dapat dicerna
karena daya nalar yang semakin baik. Pada musim-musim panen raya
petani tidak harus buru-buru menjual hasil produksinya dengan harga
murah, tetapi melakukan pengolahan hasil untuk mendapatkan nilai
tambah. ‘Hasil usahatani ditabung dan diinvestasikan pada usaha
produktif, sehingga penghasilan meningkat dan pada gilirannya tersedia

dana untuk akses informasi dan akses inovasi di dalam berusahatani.

. KUALITAS PENDAMPING DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Agar lembaga penyuluhan atau komunikasi pembangunan
berhasil, setidaknya ada empat kondisi yang dibutuhkan dan perlu
dikembangkan dalam organisasi penyuluhan tersebut, yaitu: 1) Kejelasan
misi; 2) Kejelasan Standar kompetensi profesi - penyuluh/fasilitator
pemberdaya/pendamping; 3) Aktualisasi informasi/inovasi; dan 4)
Penghayatan atas budaya organisasi penyuluhan/ pemberdaya
masyarakat. Kejelasan misi yang dihayati bersama seluruh personil
merupakan prasyarat bagi keberhasilan organisasi profesi pemberdaya
masyarakat. Mengingat penyuluh/fasilitator pemberdaya adalah penentu
keberhasilan organisasi penyuluhan, maka pengembangan aspek
kompetensi  penyuluh perlu menjadi perhatian  organisasi

penyuluhan/pemberdaya masyarakat dalam mengemban misi dan tugas-
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tugasnya, agar aktivitas dan program dapat lebih difokuskan pada
pengembangan kompetensi warga masyarakat terkait yang sesuai
dengan perkembangan tuntutan kebutuhan lingkungan.
Penyuluh/fasilitator pemberdaya memiliki kebebasan atau otonomi untuk
menentukan seberapa baik untuk mencapai visi dan mengemban misi
penyuluhan/pemberdayaan masyarakat, sehingga penyuluh perlu diberi
kesempatan untuk akses informasi dan inovasi seluas-luasnya, sehingga
dapat berkreasi secara kompeten. Di India, Cyber Extension merupakan
salah satu solusi yang terbaik untuk itu.

Mengingat penyuluh/pemberdaya masyarakat sebagai pelaku
utama dalam komunikasi pembangunan harus mampu beradaptasi
dengan lingkungan wilayah kerjanya, maka budaya organisasi yang jelas
perlu dikembangkan, misalnya menjunjung nilai (value) berkomunikasi
secara asertif, dialogis dan konvergen, mengemban tugasnya secara
seimbang, adil dan beradab; berpikir/berorientasi global dalam
mengelola sumber daya lokal; hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan
sebagainya.

Organisasi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat yang berkiprah
di dunia yang semakin modern tidak terhindar dari dituntutan kebutuhan
untuk mengembangkan kompetensi para penyuluh sesuai dengan

perkembangan tuntutan kebutuhan sasaran penyuluhan/komunikasi

pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar




